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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tingkat
pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi, menggunakan data sekunder dari
berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank indonesia. Data
dianalisis menggunakan teknik statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang
subsidi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun hubungan ini tidak signifikan. Karena data yang
dihasilkan tidak signifikan, sehingga oleh data tidak dapat dilanjutkan pada analisis regresi linear. Pendanaan
pendidikan memiliki hubungan yang lemah dengan kemiskinan, pun hubungan ini tidak signifikan. Karena data
yang dihasilkan tidak signifikan, sehingga oleh data tidak dapat dilanjutkan pada analisis regresi linear.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, subsidi, dana pendidikan, kemiskinan

PENDAHULUAN

Mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta mempromosikan pertumbuhan inklusif
adalah hal mendasar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target pertama
SDG1 adalah untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Meskipun beberapa upaya dilakukan
oleh organisasi internasional, negara, dan komunitas, kemiskinan masih menjadi salah satu
masalah terbesar di dunia. Saat ini, 10% dari populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan
internasional yang ditentukan sebesar US$1,90 per hari (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020).

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan
manusia, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Di banyak belahan dunia, kemiskinan masih
menjadi tantangan utama yang dihadapi jutaan orang setiap hari. Faktor-faktor seperti
kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan
peluang ekonomi yang adil sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan.

Kehadiran kemiskinan dalam keluarga membatasi juga perkembangan anak-anak melalui
pembatasan anggaran sumber keluarga, yang diinvestasikan orang tua ke dalamnya
(Banovcinova et al., 2014). Salah satu dampak paling buruk dari kemiskinan adalah
kesenjangan, yang semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya
(Amponsah et al., 2023; Khan et al., 2022; Ochi, 2023). Masyarakat miskin umumnya memiliki
akses terbatas terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka,
seperti pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, dan makanan bergizi. Hal ini sering kali
menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan menimbulkan kemiskinan yang lebih besar
(Syaekhu et al., 2023).

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang seringkali memerlukan intervensi
pemerintah yang tepat. Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam
mengentaskan kemiskinan, karena alokasi dana yang bijaksana dapat membantu memberikan
bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, serta menciptakan
lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan menyeluruh. Program sosial seperti
bantuan tunai, hibah pendidikan, layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, dan program pangan
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adalah contoh cara pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk membantu mengurangi
tingkat kemiskinan. Selain itu, belanja pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam
menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Investasi pada infrastruktur, pelatihan
keterampilan, dan insentif penciptaan lapangan kerja dapat membantu menciptakan lingkungan
yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga lebih banyak orang mempunyai
peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya. salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah
adalah melakukan pengeluaran untuk subsidi.

Pengeluaran pemerintah pada sektor subsidi dapat memberikan dampak yang signifikan
terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subsidi adalah suatu bentuk
dukungan finansial atau insentif lain yang diberikan pemerintah kepada individu atau sektor
perekonomian tertentu. Subsidi ini seringkali digunakan untuk mengurangi biaya hidup pokok
atau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada
rumah tangga dapat secara efektif mengurangi kemiskinan (Gu Jiafeng, 2023). Dalam konteks
kemiskinan, subsidi dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin
terhadap barang dan jasa dasar. Misalnya, subsidi energi, transportasi atau pangan dapat
membantu mengurangi beban biaya hidup bagi kelompok yang kurang beruntung secara
finansial. Hal ini dapat memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang lebih baik
terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, transportasi dan energi, yang pada akhirnya
dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan erat dengan kemiskinan. Pendidikan yang baik
adalah kunci memutus siklus kemiskinan karena dapat membuka pintu peluang ekonomi yang
lebih baik. Individu yang dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal biasanya
mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dengan upah
yang lebih tinggi, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam
lingkungan kerja yang kompetitif.

Di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki akses atau kesempatan memperoleh
pendidikan yang baik seringkali terjebak dalam kemiskinan. Kesempatan kerja bagi mereka
mungkin terbatas dan seringkali terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah dan tidak
ada jaminan kerja. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat menghambat akses
mereka terhadap informasi dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi
kemiskinan, seperti layanan kesehatan yang berkualitas, pelatihan keterampilan atau bantuan
keuangan.

Tingkat pendidikan juga berdampak pada generasi penerus. Orang tua yang kurang
berpendidikan umumnya mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan pendidikan yang
memadai kepada anaknya, baik karena keterbatasan sumber daya keuangan maupun kurangnya
pengetahuan tentang pentingnya pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan adalah penyebab dan
konsekuensi dari kesenjangan yang lebih luas yang kita lihat di masyarakat baik dalam
pendapatan, kesehatan atau kebahagiaan (Farquharson et al., 2022). Hal ini dapat menimbulkan
siklus kemiskinan yang berlanjut dari generasi ke generasi.

Pendidikan adalah cara penting untuk mengurangi kejadian kemiskinan dan memblokir
penularan antargenerasinya. Karena tingkat pendidikan mencerminkan modal manusia, tingkat
pendidikan yang rendah adalah alasan yang signifikan mengapa seorang individu mungkin
jatuh ke dalam kemiskinan, sementara meningkatkan tingkat pendidikan seseorang adalah cara
yang ampuh untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan
merupakan salah satu strategi terpenting dalam mengatasi kemiskinan. Program-program
seperti beasiswa, dukungan finansial untuk pendidikan dan akses terhadap pendidikan
berkualitas harus didorong dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat luas. Dengan
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memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, kita dapat membantu
memutus siklus kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi setiap orang untuk
mencapai potensi maksimal mereka.

Menurut informasi yang dirilis oleh World Bank, ada penurunan yang sangat besar dalam
tingkat kemiskinan dari tahun 2002 hingga 2023, dengan persentase kemiskinan turun dari 61%
menjadi 16%. Indonesia dapat dianggap telah berhasil mencapai tujuannya dalam memerangi
kemiskinan ekstrem, karena angka kemiskinan tersebut mencapai 1,5% pada tahun 2022.
Kemajuan Indonesia dalam pengentasan kemiskinan merupakan hasil kombinasi pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan penerapan program perlindungan sosial yang efektif. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil telah menciptakan lapangan kerja baru dan peluang ekonomi bagi
masyarakat, serta mengangkat banyak orang keluar dari kemiskinan. Melalui kebijakan fiskal
dan moneter yang bijaksana, pemerintah telah mendorong investasi, meningkatkan
produktivitas dan memperluas sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja
yang layak.

Selain itu, program perlindungan sosial yang efektif juga berperan penting dalam
mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program-program seperti bantuan tunai langsung,
bantuan pendidikan, subsidi pangan dan jaring pengaman sosial lainnya telah membantu
kelompok paling rentan keluar dari kemiskinan ekstrem. Hal ini tidak hanya memberikan
bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, namun juga membantu
menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dengan
meningkatkan daya beli masyarakat.

Subsidi sering kali dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan atau
kurang beruntung secara ekonomi, dengan memberikan bantuan keuangan atau mengurangi
biaya suatu barang atau jasa yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Ketika pemerintah
mengalokasikan dana untuk hibah, mereka secara tidak langsung memberikan bantuan kepada
individu atau kelompok yang mungkin berada di ambang kemiskinan, sehingga membantu
mereka mengatasi hambatan ekonomi yang mungkin menghambat kemajuan. Hasil penelitian
Carolina (2022) menunjukkan bahwa, ketika subsidi meningkat, kemiskinan meningkat. Hasil
ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi yang disediakan oleh pemerintah kurang ditargetkan
untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya hasil penelitian Pratama & Utama (2019),
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Pendidikan memainkan peranan penting dalam memerangi kemiskinan, yang dampaknya
meluas dari tingkat individu hingga tingkat masyarakat secara keseluruhan. Melalui akses
terhadap pendidikan berkualitas, individu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka.
Dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, seseorang biasanya memiliki akses yang lebih
baik terhadap pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan lebih stabil, yang merupakan langkah
penting dalam meningkatkan kesejahteraan finansial dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, pendidikan juga merupakan sarana penting untuk mengurangi kemiskinan
generasi. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah dan mempunyai akses terhadap
pendidikan berkualitas mempunyai peluang lebih besar untuk keluar dari siklus kemiskinan
yang seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini karena pendidikan
tidak hanya memberikan keterampilan akademis, tetapi juga membantu memperkuat
keterampilan sosial, emosional, dan kehidupan yang diperlukan untuk sukses dalam hidup.
Hasil penelitian Misdawati (2018), menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah di bidang
pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran
pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasarannya pengguna subsidi di
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lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di
sektor subsidi, tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan
pendekatan analisis regresi, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti Badan
Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank indonesia. Penelitian akan
menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dan tingkat pendidikan
terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023. Data dianalisis
menggunakan teknik statistik, seperti analisis regresi linier berganda, untuk memahami
hubungan antara variabel independen (pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tingkat
pendidikan) dan variabel dependen (tingkat kemiskinan) dengan menggunakan aplikasi SPPS,
namun sebelum data diolah, terlebih dahulu di lognaturalkan sehingga data tidak bias, karena
satuan data yang jauh berbeda, seperti triliun, miliar, dan jua. Tujuan analisis ini menghasilkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan serta
memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan di
Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data subsidi tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada
tahun 2017, besaran subsidi sebesar Rp166,401 miliar, kemudian meningkat menjadi
Rp242,087 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya beban
anggaran pemerintah dalam hal subsidi pada periode tersebut.

Faktor makroekonomi dapat memainkan peranan penting dalam fluktuasi subsidi.
Misalnya, kenaikan harga komoditas dapat menyebabkan biaya subsidi meningkat karena harga
barang dan jasa yang disubsidi juga naik. Demikian pula, peningkatan permintaan terhadap
layanan bersubsidi juga dapat menyebabkan peningkatan subsidi, karena pemerintah harus
mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi permintaan.

Kedua, periode tahun 2020 hingga 2021 merupakan periode dimana pemerintah menaruh
perhatian besar dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini, belanja
subsidi dapat meningkat karena pemerintah perlu memberikan bantuan tambahan kepada
sektor-sektor yang terkena dampak pandemi, seperti sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Data yang diberikan menunjukkan bahwa belanja subsidi terus meningkat dari tahun ke
tahun setelah tahun 2021. Pada tahun 2022, belanja subsidi sebesar Rp252,813 miliar, dan pada
tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp298,497 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa
tekanan anggaran terkait subsidi terus meningkat.
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Pengeluaran Pemerintah Di Sektor
Subsidi (Dalam Miliar Rupiah)
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Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah di sektor Subsidi (dalam Miliar Rupiah)

Selanjutnya dana yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan juga merupakan aspek
penting untuk dipertimbangkan. Penilaian terhadap alokasi dana pendidikan juga harus
dilakukan bersamaan dengan analisis subsidi, untuk memastikan sumber daya negara
dialokasikan secara seimbang dan efektif sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan
nasional. Berikut disajikan bagan yang menggambarkan penggunaan dana pendidikan mulai
2017 hingga 2021:

Alokasi Dana Pendidikan (dalam
Triliun Rupiah)

547,9
473,7 479,6
- B ﬁ I I

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 2: Penggunaan Dana Pendidikan (dalam triliun rupiah)

Alokasi dana pendidikan merupakan bagian penting dari anggaran suatu negara, yang
menentukan prioritas dan komitmen terhadap pengembangan sistem pendidikan. Jika kita
melihat data alokasi dana pendidikan Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2023, terlihat
adanya tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, alokasi dana
pendidikan sebesar 406,1 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam
mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, meningkatkan mutu
pendidikan, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Tren peningkatan alokasi dana pendidikan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 2018, alokasi pendanaan meningkat menjadi 431,7 triliun rupiah, menunjukkan
peningkatan fokus pada sektor pendidikan. Pemerintah terus memprioritaskan pembangunan
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pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.

Fokus pada pendidikan akan terus ditekankan pada tahun-tahun mendatang, dengan alokasi
dana pendidikan mencapai 460,3 triliun rupiah pada tahun 2019, 473,7 triliun rupiah pada tahun
2020, dan 479,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan. akses terhadap pendidikan.

Puncak peningkatan alokasi dana pendidikan akan terjadi pada tahun 2022 yang jumlahnya
mencapai 547,9 triliun rupiah. Lonjakan signifikan ini mungkin disebabkan oleh pemahaman
akan pentingnya investasi di bidang pendidikan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan dan inklusif. Tren positif ini akan berlanjut pada tahun 2023 dengan alokasi dana
pendidikan mencapai 612,2 triliun rupiah.

Selanjutnya data mengenai kemiskinan disajikan pada bagan berikut:

Jumlah Kemiskinan (Dalam Juta)

27,55

26,58

26’5\26,36\

25,9
25,67

24,78

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 3: Data Kemiskinan 2017-2021 (dalam juta rupiah)

Pada tahun 2017, jumlah kemiskinan mencapai 26,58 juta orang. Namun upaya untuk
mengatasi permasalahan ini terus dilakukan. Tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 25,67
juta jiwa, yang menunjukkan bahwa langkah awal dalam mengurangi kemiskinan mulai
menunjukkan hasil.

Namun tantangan selalu ada dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin kembali
meningkat menjadi 24,78 juta jiwa. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika
ekonomi dan sosial mempengaruhi kondisi sosial. Namun, tidak ada pertanyaan untuk
menyerah. Pada tahun-tahun berikutnya, negara melanjutkan upayanya. Tahun 2020 adalah
tahun yang penuh cobaan, dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Angka kemiskinan
yang meningkat menjadi 27,55 juta jiwa, menggambarkan besarnya dampak krisis kesehatan
global ini.

Namun meski di tengah tantangan pada tahun 2021 terdapat tanda-tanda pemulihan: jumlah
penduduk miskin turun menjadi 26,5 juta. Tren ini akan terus berlanjut pada tahun 2022, dimana
jumlah penduduk miskin akan sedikit berkurang lagi menjadi 26,36 juta jiwa. Hal ini
menunjukkan kegigihan dan keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah
ini. Pada tahun 2023 terjadi kemajuan lebih lanjut, dengan jumlah penduduk miskin turun
menjadi 25,9 juta.
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Untuk mengetahui hubungan antar variabel, dilakukan uji korelasi product moment.
Adapun hasil dari uji korelasi, disajikan pada Tabel 1:

Correlations

Subsidi Pendidikan Kemiskinan

Subsidi Pearson Correlation 1 .904™ -.219

Sig. (2-tailed) .005 637

N 7 7 7
Pendidikan Pearson Correlation .904™ 1 -.035

Sig. (2-tailed) .005 940

N 7 7 7
Kemiskinan Pearson Correlation -.219 -.035 1

Sig. (2-tailed) 637 .940

N 7 7 7

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Hasil Olah Data oleh Penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor subsidi
dan kemiskinan adalah negatif, yakni -0,219 (hubungan cukup), artinya jika subsidi
ditingkatkan, maka kemiskinan akan menurun. Namun hasil ini menunjukkan hubungan yang
tidak signifikan, yakni lebih dari 5%. Selanjutnya pengeluaran di bidang pendidikan memiliki
hubungan positif terhadap kemiskinan namun memiliki hubungan yang lemah dan tidak
signifikan. Karena hasil uji korelasi tidak menunjukkan hasil signifikan, olehnya itu tidak dapat
dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh antarvariabel.

Hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat subsidi pemerintah,
perkiraan tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan arah hubungan yang
sejalan dengan harapan bahwa subsidi akan membantu mengurangi kemiskinan dengan
memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Namun, temuan bahwa
hubungan ini tidak signifikan menunjukkan bahwa variabilitas tingkat kemiskinan tidak dapat
dijelaskan secara substansial oleh variabilitas belanja pemerintah untuk subsidi.

Efektivitas subsidi dalam mengurangi kemiskinan tergantung pada sejumlah faktor,
termasuk desain program, mekanisme distribusi, dan kualitas pelaksanaan. Jika program subsidi
tidak dirancang dengan baik atau tidak tepat sasaran, maka manfaatnya bagi kelompok
masyarakat yang membutuhkan dapat terbatas atau bahkan hilang sama sekali.

Terdapat risiko kebocoran dalam pelaksanaan program subsidi. Artinya, sebagian dana
subsidi mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan malah digunakan untuk tujuan
yang tidak terkait. Dalam kasus subsidi BBM, misalnya, ada risiko sebagian bantuan
disalahgunakan atau ditujukan kepada masyarakat atau perusahaan yang sebenarnya tidak
membutuhkan.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dan kemiskinan bersifat negatif
namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan lebih
dari sekedar mengalokasikan anggaran untuk subsidi. Pemahaman yang lebih mendalam
mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi kemiskinan
diperlukan, serta evaluasi yang cermat terhadap efektivitas kebijakan publik dalam mengatasi
masalah ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Hosan et al. (2023), bahwa
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kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial yang meliputi
kesehatan, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, hubungan sosial, dan kebijakan pemerintah.
Hasil penelitian Bacon, et al. (201 0), menunjukkan bahwa, pengurangan/penghapusan subsidi
menyebabkan harga yang lebih tinggi yang berdampak negatif terhadap kemiskinan: rumah
tangga miskin lebih mungkin terkena dampak reformasi subsidi karena mereka biasanya
menghabiskan bagian yang relatif lebih tinggi dari anggaran rumah tangga mereka untuk
pengeluaran mereka dan seringkali tidak mampu mengatasi harga yang lebih tinggi. Lebih
lanjut, hasil penelitian Couharde & Mouhoud (2020) menunjukkan bahwa, menggunakan
subsidi energi adalah untuk menangkal kemiskinan dan ketidakadilan dengan memastikan
akses energi yang lebih besar melalui subsidi bahan bakar fosil. Banyak bukti mendukung fakta
bahwa penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap menyebabkan penurunan awal dalam
pertumbuhan dan lonjakan kemiskinan yang lebih tajam, sementara pengurangan bertahap
memperlancar pertumbuhan dan efek kemiskinan ini, karena pertumbuhan harga bahan bakar
yang lebih lambat (Rentschler & Bazilian, 2017; Siddig et al., 2014)

Hasil penelitian Zhang, et al. (2021) menunjukkan hal berbeda bahwa kebijakan subsidi
untuk proyek pengentasan kemiskinan fotovoltaik di Cina membutuhkan reformasi yang
mendesak karena proyek ini tidak hanya lebih bergantung pada subsidi tetapi juga tidak efisien
dalam menggunakan subsidi. Salah satu permasalahan utama adalah ketergantungan yang
berlebihan pada subsidi. Meskipun subsidi dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong
adopsi energi terbarukan, ketergantungan yang terlalu besar dapat menciptakan ketergantungan
yang tidak sehat pada bantuan pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghambat
pertumbuhan sektor ini dalam jangka panjang.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multi-dimensi, yang tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti pengeluaran pemerintah di sektor subsidi, tetapi
juga oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, mengaitkan secara langsung
pengeluaran pemerintah di sektor subsidi dengan kemiskinan mungkin terlalu simplistik dan
tidak mencerminkan gambaran yang lengkap dari dinamika kemiskinan dalam suatu
masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dana pendidikan terhadap
kemiskinan, namun pada taraf yang lemah. Alokasi dana pendidikan yang memadai merupakan
kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya dapat
berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Namun, alokasi dana pendidikan yang besar tidak
selalu menjamin pengurangan kemiskinan secara signifikan. Faktor-faktor lain seperti
pengelolaan dana yang efektif, distribusi yang adil dan penggunaan dana yang tepat dapat
mempengaruhi dampak sebenarnya dari investasi pendidikan terhadap kemiskinan.

Dampak pembiayaan pendidikan terhadap kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor
eksternal seperti tingkat pengangguran, struktur ekonomi, dan kesenjangan pendapatan.
Misalnya saja, walaupun setiap orang mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas,
manfaat dari investasi di bidang pendidikan tersebut mungkin akan berkurang atau bahkan
hilang sama sekali jika tidak tersedia lapangan kerja atau jika struktur ekonomi tidak
mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak.

Salah satu tema umum adalah evaluasi efek dari program kesejahteraan yang berbeda,
seperti kredit pajak penghasilan yang diperoleh, program bantuan nutrisi tambahan, pendapatan
keamanan tambahan, bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan. Ini termasuk juga
analisis pengeluaran publik saat ini untuk manfaat sosial dan pengaruhnya terhadap kekurangan
anak , dan pengeluaran publik untuk pendidikan dan efeknya terhadap kemiskinan di masa
dewasa (Hofmarcher, 2021).
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Pendidikan adalah dasar untuk pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan menyediakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pendidikan
dan penentu lingkungan, ekonomi dan sosial lainnya tentang kemiskinan. (Liu Fenggin et al.,
2021). Hasil ini bersesuaian juga dengan hasil penelitian Pal (2024) bahwa pendidikan dasar
tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan. Haisl penelitian Nadege & Ndjobo (2020)
menunjukkan bahwa, pendidikan mengurangi kemiskinan orang yang hidup dekat dengan garis
kemiskinan di Kamerun Sebaliknya ketika orang miskin jatuh jauh di bawah garis kemiskinan
biaya yang terkait dengan proses perolehan pendidikan cenderung berdampak negatif pada
kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk rumah tangga di Kamerun

Pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Faktor-faktor
lain seperti kesehatan, akses terhadap layanan publik dan kesetaraan gender juga dapat
mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, menghubungkan
langsung pendanaan pendidikan dengan tingkat kemiskinan mungkin terlalu sederhana, dan
perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang saling terkait dalam upaya mengentaskan
kemiskinan secara efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pengeluaran
pemerintah, khususnya dalam sektor subsidi, dan pendidikan dengan tingkat kemiskinan.
Ditemukan bahwa ada hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan, di
mana peningkatan subsidi dapat berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian,
temuan ini juga menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik,
menunjukkan bahwa variabilitas dalam pengeluaran pemerintah tidak secara substansial
menjelaskan tingkat kemiskinan. penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik
yang memperhitungkan berbagai faktor yang saling terkait. Sementara pengeluaran pemerintah
dan alokasi dana pendidikan dapat menjadi bagian dari strategi tersebut, perlu juga
mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan kompleksitas dalam dinamika sosial dan
ekonomi yang memengaruhi kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan
pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan
dan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam kebijakan publik untuk mencapai tujuan
pengentasan kemiskinan.
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